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Analisis Artikel 1 Media Masa Online
“Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik”

Dalam artikel ini menjelaskan tentang kerangka konseptual akuntansi sektor public merupakan
konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam sektor publik untuk
kepentingan eksternal. Kerangka konseptual akuntansi sektor public merumuskan konsep yang
mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Tujuan dan Peranan
Konseptual Akuntansi Sektor Publik

a. Tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam tugasnya.

b. Penyusun laporan keunagn untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi
yang secara lazim dan standar akuntansi keuangan sektor public.

c. Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

d. Para pemakai laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan sektor
publik. Peranan Pelaporan Keuangan yaitu laporan keuangan disusun untuk
menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi
yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan
keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi.

Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan, Pengakuan dalam akuntansi adalah proses
penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur asset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana dimuat
dalam laporan keuangan entitas pelaporan.Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam
laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.



Sumber:
https://www.kompasiana.com/ribka nurfalah/63b026764addee64b30b5062/kerangka-
konseptual-akuntansi-sektor-publik

Analisis Artikel 2 Media Massa Online
ASN Cakap Digital Pacu Optimalisasi Layanan Publik

Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kompetensi literasi digital akan menghasilkan pelayanan
public yang optimal. Dalam menyongsong era digital, maka kompetensi yang dibutuhkan oleh
ASN pada dasarnya adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam melakukan
tugas dan fungsinya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Untuk itu perlu
menggalakan budaya literasi teknologi yang mencakup literasi digital dan literasi data. Seperti
Kemendikbudristek yang telah memanfaatkan TIK dalam meningkatkan layanan kepada
masyarakat. Termasuk penggunaan media sosial seperti Facebook, Youtube, Instagram, hingga
Twitter untuk menyampaikan informasi baik kepada lingkup internal maupun eksternal
lembaga.

Sumber: https://aptika.kominfo.g0.1d/2022/11/asn-cakap-digital-pacu-optimalisasi-layanan-
publik/

Analisis Artikel 3 Media Massa Online

Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Dalam Mencegah Fraud

Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik
secara partial maupun secara bersama-sama. Sedangkan secara teoritis Penerapan Akuntansi
Sektor Publik, Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah,
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud baik
secara partial maupun secara bersama-sama. Oleh karena itu perlu pengkajian atas pelaksanaan
praktis dari Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Instansi Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah apakah telah
berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

sumber :https://media.neliti.com/media/publications/71982-ID-pengaruh-penerapan- akuntansi-
sektor-publ.pdf
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Terwujudnya good governance (tata kelola yang baik) sangat diperlukan terutama di instansi
pemerintah. Upaya ini juga didukung oleh banyak pihak baik pemerintah sendiri sebagai
lembaga ekse-kutif, DPR sebagai lembaga legislatif, pers dan juga oleh lembaga-lembaga
swadaya masyarakat. Penetapan UU No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun
1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan
akuntabilitas public yang nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah (Halim, 2001).
Selanjutnya, Undang-Undang ini diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32
tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut telah
merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban
vertikal (kepada pemerintah pusat) kepertanggungjawaban horisontal (kepada masyarakat
melalui DPRD).

Berdasarkan hasil penelitian, komitmen organisasi yang tinggi berpengaruh signifikan terhadap
kinerja (Keller, 1997 dalam Darma, 2004). Selain itu, komitmen organisasi dapat merupakan
alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian sasaran yang
diharapkan (Nouri dan Parker, 1996; McClurg, 1999; Chong dan Chong, 2002; Wentzel, 2002;
Darma, 2004). Selanjutnya hasil penelitian Herlin (2010) menunjukkan tidak terdapat pengaruh
antara komitmen organisasi terhadap kinerja organisasi melalui akuntabilitas publik.
Sedangkan dari penelitian lainnya menunjukan terdapat pengaruh signifikan antara variabel
komitmen organisasi dalam memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja
aparat pemrintah daerah (Bambang, 2006). Komitmen organisasi memiliki pengaruh positif
terhadap akuntabilitas publik pada tingkat yang cukup (sedang). Kondisi ini memperlihatkan
bahwa semakin baik komitmen organisasi akan mendorong keberhasilan akuntabilitas publik.

Sumber :

Zeyn. Elvira. (2018). “Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan
Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi”.
Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat.
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Judul Jurnal : “Implementasi Akuntansi Sektor Publik dalam Sistem Keuangan Pemerintahan
Desa”

Penulis : Erika Rahma Setiyani, Risky Nurfadila
Volume : 1

No:2

Tahun Terbit : 2021

Link Jurnal : https://journal.unita.ac.id/index.php/jamanta/article/view/481

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana implementasi
Akuntansi Sektor Publik di dalam sistem keuangan pemerintahan desa yang dimana penelitian


https://journal.unita.ac.id/index.php/jamanta/article/view/481

ini mengambil salah satu desa yaitu Desa Gendingan. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif.

Penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan desa diatur pada
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Menteri Dalam Negeri, No.113 Tahun 2014). Selain itu
pedoman umum dan rinci mengenai alokasi dana desa yang memaparkan tentang akuntabilitas,
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan laporan pertanggungjawaban adalah Perbup
Kabupaten Tulungagung (No. 89 Tahun 2020) tahun anggaran 2021. Dana perimbangan
sebagai penerimaan Pemerintah Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus merupakan
sumber alokasi dana dalam APBD. Penggunaan alokasi dana desa mengacu pada RPJM Desa
dan Renja Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam jurnal ini, Di desa Gendingan, transaksi telah dijurnal,
dan bendahara telah menggunakan sistem pembukuan yang disebut Siskeudes. Dengan
demikian, bukan hanya memakai kwitansi dan catatan dalam menilai kas masuk dan di desa,
bendahara juga wajib membuat buku kas umum dan buku kas pembantu melalui system akuntansi
desa yang telah diterapkan.

Dari penelitian kami disimpulkan bahwa mekanisme penyusunan APBDesa di Desa Gendingan
tahun 2021 sudah sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa. Penerapan akuntansi sektor publik yang telah dilakukan oleh Bendahara Desa Gendingan
sudah memenuhi kriteria. maka, untuk menunjukkan bahwa dalam laporan pertanggungjawaban
dana desa ini menunjukkan adanya pengelolaan dana APBDesa secara teratur. Sistem
pengelolaan secara tepat dapat menjadikan desa mandiri, dan akhirnya mampu mengoptimalkan
sumber daya yang ada.

Sumber :

Setiyani, E. R., & Nurfadila, R. (2021). Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Sistem
Keuangan Pemerintahan Desa. Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita, 72-82
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Judul jurnal : Pengaruh profesionalisme dan keterampilan terhadap kepuasan kerja serta
dampaknya terhadap kinerja pegawai badan perencanaan pembangunan daerah sumatera utara

Penulis :Gerry Richad, Bernard Tawel dan Janjte Sepang
Tahun : 2018

Link Jurnal : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/21298

Suatu organisasi dapat dikatakan sebagai organisasi yang berhasil apabila tujuan dari organisasi
tersebut dapat tercapai. Keberhasilan pencapaian tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh
sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Kinerja merupakan hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan tanggung jawab yang sudah diberikan kepadanya. Kinerja Pegawai ditentukkan
oleh banyak faktor, diantaranya profesionalisme, keterampilan dan kepuasaan Kerja.


https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/21298

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profesionalisme dan keterampilan
terhadap kepuasaan kerja serta dampaknya terhadap kinerja pegawai Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak
40 responden pegawai. Data penelitian ini diperoleh dari metode kuantitatif data primer
(kuesioner), dan studi kepustakaan sesuai tujuan penelitian. Teknik analisis menggunakan uji
validitas, uji realibilitas, analisis jalur dan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji-t. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme dan keterampilan berpengaruh signifikan
terhadap kepuasaan kerja dan profesionalisme, keterampilan dan kepuasaan kerja berpengaruh
signifikan terhadap kinerja pegawai dan secara tidak langsung profesionalisme dan keterampilan
melalui kepuasaan kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan
hasil penelitian diharapkan agar terus mengevaluasi dan memperhatikan profesionalisme,
keterampilan dan kepuasaan kerja untuk dapat meningkatkan terus kinerja pegawai

Analisis Jurnal Internasional 1
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Judul Artikel : Key Success Factors in Implementing International Public Sector Accounting
Standards

Nama Penulis : Ayman Ahmad Abu Haija, Alaa Mohammad Al Qudah, Laith Abdallah Aryan,
Mohammad Jamal Azzam.

Volume 7
Halaman : 239-248
Tahun Terbit: 2021

Gagasan dalam jurnal ini adalah menjelaskan faktor-faktor kunci keberhasilan dalam
menerapkan standar akuntansi sektor public internasional. Karena dalam permasalahannya,
penerapan IPSAS (standar akuntansi sektor public internasional) berpotensi menjadi hambatan
yang dihadapi oleh pemerintah karena mulai beralih ke basis akrual penuh. Terdapat beberapa
faktor yang diteliti, yaitu pelatihan, legislasi lokal, infrastruktur, dukungan eksternal, dan
keterlibatan pemangku kepentingan. Faktor yang paling tertinggi menjadi kunci keberhasilan
dalam penerapan IPSAS adalah peraturan daerah dan infrastruktur, sedangkan faktor yang
paling bawah adalah pelatihan staf.

Dilihat dari hasil kesimpulannya bahwa Faktor yang paling tertinggi menjadi kunci keberhasilan
dalam penerapan IPSAS adalah peraturan daerah dan infrastruktur, sedangkan faktor yang
paling bawah adalah pelatihan staf. Kami rasa, pelatihan staf juga tidak kalah penting dengan
faktor lainnya. Jika staf tidak terlatih, maka laporan keuangan yang akan dihasilkan pasti
masih belum sesuai dengan IPSAS karena minimnya keahlian dan pengetahuan
staf.
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Volume : 35
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Link Jurnal :

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAAJ-11-2020-
5001/full/pdf?title=the-fate-of-accounting-for-public-governance-development

Penelitian ini melakukan tinjauan literatur tradisional berdasarkan studi terpilih di bidang
akuntansi, administrasi publik dan manajemen. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk
menjelaskan bagaimana beragam bentuk tata kelola publik memengaruhi nasib akuntansi
sektor publik, termasuk akuntabilitas, pengukuran kinerja, penganggaran, dan praktik pelaporan.

Terinspirasi oleh ideologi neo-liberal, banyak pemerintah menggunakan kebijakan manajemen
publik (NPM) baru yang mengubah sektor publik dengan memperkenalkan prinsip manajerial
tipe bisnis dan logika pasar yang biasanya digunakan di sektor swasta. Hal ini dimotivasi oleh
kelemahan yang dirasakan dari sektor publik yang statis, tidak efisien, tidak efektif, dan tidak
responsif. NPM dikaitkan dengan akuntabilitas berbasis kinerja untuk hasil (output) dan bentuk
hierarki (vertikal) dari kontrol organisasi tunggal. Kecenderungan NPM untuk mengukur
kinerja keuangan dan mengontrol penggunaan sumber daya publik yang efisien dan pelit telah
diberi label akuntansiisasi dan Masyarakat Audit.

Studi yang menganalisis perkembangan tata kelola publik dan perubahan dalam akuntansi sektor
publik semakin meningkat dan dapat ditemukan dalam literatur yang berbeda, mengarah ke
pemahaman yang tersebar tentang bentuk-bentuk baru pengaruh tata kelola publik pada praktik
akuntansi sektor publik. Saat ini, tata kelola publik memiliki banyak segi, karena berbagai aktor
dan sarana digital terlibat kurang lebih secara aktif dalam penyampaian layanan publik.
Bergantung pada fokusnya, tiga bentuk tata kelola publik diidentifikasi: Tata Kelola Jaringan,
Kolaboratif, dan Digital.

Penelitian ini berusaha untuk mengatasi fragmentasi ini dengan memfokuskan pada
transformasi akuntansi sektor publik karena perkembangan tata kelola publik yang sedang
berlangsung. Ini secara khusus bertujuan untuk menjelaskan bagaimana akuntansi sektor
publik telah berubah dan berubah karena perkembangan tata kelola publik. Nasib akuntansi
sektor publik Bagian ini berfokus pada implikasi dari tiga bentuk tata kelola publik untuk praktik
akuntabilitas, = pengukuran  kinerja, = penganggaran @ dan  pelaporan.
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Sumber:

Grossi, G., & Argento, D. (2022). The Fate Of Accounting For Public Governance
Development. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 273-303.

Laporan Keuangan Sektor Publik
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali (2019)

Analisis:

Laporan keuangan ini menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, aktivitas operasi, serta
perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2019. Dari laporan keuangan
tersebut, dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Bali memiliki aset sebesar Rp. 8 triliun serta
liabilitas sebesar Rp. 5 triliun. Selain itu, terdapat surplus operasi sebesar Rp. 700 miliar pada
tahun 2019.

Laporan keuangan ini mengikuti standar akuntansi sektor publik yang berlaku di Indonesia,
yaitu Standar Akuntansi Sektor Publik (SASP). Pengungkapan dan pelaporan yang dilakukan
juga sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selain itu, laporan keuangan
tersebut juga menyajikan informasi mengenai belanja yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi
Bali pada tahun 2019. Belanja terbagi menjadi beberapa kategori, diantaranya belanja pegawai,
belanja barang, dan belanja modal.

Laporan keuangan tersebut juga menyajikan informasi mengenai penerimaan yang diperoleh
Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2019. Penerimaan terbagi menjadi beberapa sumber,
diantaranya pajak daerah, pajak lainnya, dan retribusi daerah. Dari informasi tersebut, dapat
dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Bali memiliki tingkat penerimaan yang cukup tinggi pada
tahun 2019.

Selain itu, laporan keuangan juga menyajikan informasi mengenai rincian biaya yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2019. Biaya terbagi menjadi beberapa
sub kategori, diantaranya biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, dan biaya lain-lain.
Dari informasi tersebut, dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Bali memiliki tingkat biaya
yang cukup tinggi pada tahun 2019.

Referensi:

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali (2019). Diakses dari
https://www.baliprov.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-provinsi-bali-tahun-2019



https://www.baliprov.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-provinsi-bali-tahun-2019

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk
membantu manajer sektor publik mengevaluasi pencapaian suatu stategi dengan
menggunakan alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja dapat dijadikan
sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan
menetapkan reward and punisment system.

Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu proses untuk menilai sejauh mana suatu
organisasi sektor publik telah mencapai tujuannya dan memberikan pelayanan yang
baik kepada masyarakat.

Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah
ditetapkan. indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama
organisasi dan indikator kinerja kunci. Penggunaan indikator kinerja sangat penting
untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efektif
dan efisien. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe
pelayanan yang dihasilkan. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu
diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja

Value foe Money merupakan inti pengukuran kinerja pemerintah. Dimana kinerja
pemerintah harus diukur dari sisi input, output, dan outcome. Tujuan pengukuran value
for money untuk mengukur tingkat keekonomisan dan alokasi sumber daya, efisensi,
dalam penggunaan sumber daya dan hasil yang maksimal, serta efektivitas dalam
pengunaan sumber daya. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem
yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik mengevaluasi pencapaian
suatu stategi dengan menggunakan alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran
kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran
kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punisment system.

Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu proses untuk menilai sejauh mana suatu
organisasi sektor publik telah mencapai tujuannya dan memberikan pelayanan yang
baik kepada masyarakat.

Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah
ditetapkan. indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama
organisasi dan indikator kinerja kunci. Penggunaan indikator kinerja sangat penting
untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efektif
dan efisien. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe
pelayanan yang dihasilkan. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu
diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja

Value foe Money merupakan inti pengukuran kinerja pemerintah. Dimana kinerja
pemerintah harus diukur dari sisi input, output, dan outcome. Tujuan pengukuran value
for money untuk mengukur tingkat keekonomisan dan alokasi sumber daya, efisensi,
dalam penggunaan sumber daya dan hasil yang maksimal, serta efektivitas dalam
pengunaan sumber daya. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem
yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik mengevaluasi pencapaian
suatu stategi dengan menggunakan alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran
kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran
kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punisment system.

Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu proses untuk menilai sejauh mana suatu
organisasi sektor publik telah mencapai tujuannya dan memberikan pelayanan yang
baik kepada masyarakat.

Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah
ditetapkan. indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama
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organisasi dan indikator kinerja kunci. Penggunaan indikator kinerja sangat penting
untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efektif
dan efisien. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe
pelayanan yang dihasilkan. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu
diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja

Value foe Money merupakan inti pengukuran kinerja pemerintah. Dimana kinerja
pemerintah harus diukur dari sisi input, output, dan outcome. Tujuan pengukuran
value for money untuk mengukur tingkat keekonomisan dan alokasi sumber daya,
efisensi, dalam penggunaan sumber daya dan hasil yang maksimal, serta efektivitas
dalam pengunaan sumber

daya.
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